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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

: bahwa dalam rangka memberikan perhatian dan

penghargaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
veteran, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



10.

11.

12.

13.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 40
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015
tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana
Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni;
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Menetapkan

14. Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang
Tidak Dapat Direncanakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan walikota
Batu Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
yang Tidak Dapat Direncanakan;

15. Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN

KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR
16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota
Batu:

a. Nomor 65 Tahun 2016;

b. Nomor 33 Tahun 2017; dan

c. Nomor 110 Tahun 2018.

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu
angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.

2. Walikota adalah Walikota Batu.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Batu.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya  segala  bentuk  kekayaan = yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.
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10.

11.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang/kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang, dalam hal ini
adalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Batu.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tim Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Batu adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikotadan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas memberikan rekomendasi atas verifikasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang diajukan oleh Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan sebagai dasar persetujuan Walikota
untuk pencairan Hibah dan bantuan Sosial.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan
anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang daripemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.
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13. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
tanah longsor dan kebakaran.

15. Korban bencana adalah satu atau kelompok orang
yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
yang ahli warisnya menanggung resiko social.

16. Tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah orang-
orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik
bersifat formal maupun informal dan diakui
keberadaannya oleh masyarakat, lembaga, dan
institusi.

17. Veteran adalah warga negara Indonesia yang
bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang
diakui Pemerintah yang berperan secara aktif dalam
suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau
gugur dalam pertempuran untuk membela dan
mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
bantuan sosial santunan kematian dapat diberikan
kepada:

a. tokoh agama;
b. tokoh masyarakat; dan
c. veteran.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebagai bentuk perhatian dan penghargaan
atas jasa dan kontribusi kepada masyarakat dan
Pemerintah Daerah.

(3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memiliki identitas yang jelas sebagai
penduduk Kota Batu dan bertempat tinggal atau
berdomisili di wilayah Kota Batu.

(4) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan
daerah.
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3. Di antara Pasal 12B dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal 12C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 C

Pengajuan bantuan santunan kematian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11A harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. surat permohonan dari ahli waris yang ditujukan
kepada Walikota Batu melalui Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah
Kota Batu;

b. surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan
setempat yang ditandatangani oleh Kepala
Desa/Lurah setempat;

c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris
dan/atau yang meninggal; dan

d. fotocopy Kartu Keluarga ahli waris dan/atau yang
meninggal.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 60/A
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